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BAB YV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan skripsi diatas yang telah penulis jelaskan maka
berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Latar Belakang Aturan Adat Kawin Tatangkok
latar belakang aturan adat Kawin Tatangkok yang dilakukan di Nagari
Aie Angek Kabupaten Sijunjung dipengaruhi oleh beberapa factor
yaitu, kebiasaan dan tradisi turun temurun (Keberlanjutan dan
Tradisi), pemahaman agama (teori Receptio in Complexu, kekuasaan
dan penegakan hukum adat (teori Keputusan ).(beslissingenleer)

2. Prosedur Aturan Adat Kawin Tatangkok
Prosesnya dimulai dengan menangkap pasangan di tempat kejadian
kemudian dibawa kerumah mamak perempuan disidang dengan
menghadirkan saksi dan alat bukti, setelah tidak melanggar syari'at dan
aturan adat untuk menikah maka kedua pasangan dinikahkan malam itu
juga. Setelah itu dilakukan upacara adat untuk membayar denda
pasangan yang telah berbuat salah. untuk pencatatan pernikahan di
KUA dilakukan setelahnya.

3. Kesesuaian aturan adat Kawin Tatangkok dengan magashid syariah
Adalah pada Hifzul Din, Hifzul nasl dan Hifzul Nasab.

5.2 Saran
Di harapkan kepada tokoh adat dan Masyarakat tetap

memperhatikan kesiapan pasangan sebelum di nikahkan, dan

memperketat aturan supaya kesempatan berdua-duaan bagi muda-mudi

di kampung tersebut tidak terjadi sehingga kawin dalam keadaan

tatangkok berkurang jumlahnya.
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